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BAB III 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. tindak pidana dapat dilihat sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang 

dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan latar belakang 

keluarga yang berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan pidana atau 

kejahatan karena pendidikannya terlantar dan disebabkan keadaan keluarga yang 

pecah (broken home), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua 

tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana, 

ataupun karena pengaruh lingkungan, baik tempat tinggal anak atau ingkungan 

pendidikan dimana anak sekolah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa 

pentingnya peranan orang tua terhadap pola tingkah laku dan juga pendidikan 

anak, karena orang tualah yang mudah mengerti dan memahami anak, apalagi 

terhadap pendidikannya. 

2. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ultimum remedium seharusnya 

menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam 

menerapkan Undang Undang Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak 

hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang 

mengutamakan kepentingan anak secara optimal. 
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B. Saran 

1. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran 

bahwa masalah dan perhatian terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. 

Khususnya bagi orang tua harus sepenuhnya memberi perhatian, perlindungan 

dan kasih sayang terhadap anaknya, sehingga anak tidak terjerumus untuk 

melakukan perbuatan yang mengarah pidana. 

2. Hakim harus mempertimbangkan putusannya dengan cermat apabila akan  

menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal. Oleh karena menjatuhkan 

tindakan atau pidana bersyarat sesungguhnya merupakan putusan yang lebih 

baik menurut aspek perlindungan hukum anak. 
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